
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum adalah sebuah sistem norma dan peraturan yang berlaku dalam 

masyarakat, diciptakan dengan tujuan menjadi panduan dalam perilaku 

manusia. Namun, tidak semua individu selalu patuh terhadap norma-norma 

hukum ini, dan oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan 

masyarakat perlu disertai dengan elemen penegakan.1 Hukum diharapkan dapat 

menghasilkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial. 

Hukum memiliki karakteristik sebagai alat pengatur dan penegak dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara,2 dan salah satu prinsip penting dalam 

negara adalah memastikan adanya sistem hukum yang kuat dalam kehidupan 

masyarakat. Konsep ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 19453 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang 

berdasarkan hukum. Pasal ini juga menegaskan bahwa hukum adalah peraturan 

yang mengatur perilaku masyarakat, dan hukum harus digunakan sebagai 

landasan pengawasan yang memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan 

sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Gagasan ini tidak hanya muncul karena penerimaan konsep negara hukum, 

tetapi juga merupakan hasil refleksi kritis terhadap perkembangan masyarakat 

modern di Indonesia. Di mana pun di dunia ini, hukum selalu ada dalam setiap 

                                                             
1 Fence M. Wantu, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Reviva Cendekia, Gorongtalo, hal 4. 
2 Ibid 
3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 



 
 

masyarakat, baik dalam bentuk yang masih primitif maupun yang sudah 

mencapai tingkat modern. Oleh karena itu, hukum dapat dianggap sebagai 

sesuatu yang universal dan luas dalam eksistensinya. Pada dasarnya, hukum dan 

masyarakat tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan saling 

memengaruhi dan terkait erat satu sama lain.4 Dari pembahasan hukum, kita 

dapat melanjutkan ke pembahasan tentang peran syahbandar dalam mengawasi 

dan mengatur aktivitas maritim di pelabuhan.  

Syahbandar suatu instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan 

pengawasan pada setiap kapal yang memasuki pelabuhan dan selama berada di 

pelabuhan wajib mematuhi peraturan peraturan untuk menjaga ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan, serta sebagai pihak yang memberikan 

ijin kepada setiap kapal yang akan berlayar karena kapal tersebut wajib 

memiliki Surat Izin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah 

memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.  

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen yang sangat penting dalam 

pengaturan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan. Dokumen ini menunjukkan 

bahwa kapal telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, termasuk 

kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya, sebelum diperbolehkan untuk 

berlayar meninggalkan pelabuhan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh 

Syahbandar bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan dapat 

melakukan pelayaran dengan aman dan mematuhi aturan yang berlaku. 

                                                             
4 Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Ubelaj, Fakultas Hukum Universitas Mohammad 

Natsir Bukittinggi, Vol.4, Nomor 1 April 2019, hlm. 35-58. 



 
 

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar dalam konteks perikanan menekankan 

peran syahbandar dalam mengelola pelabuhan perikanan secara efisien dan 

mengawasi aktivitas kapal perikanan untuk menjaga keberlanjutan perikanan 

dan keamanan di laut. 

Sailaih saitu tindaik pidainai khusus yaing pernaih terjaidi iaila ih tindaik pidainai di 

bidaing pelaiyairain, ketentuain mengenaii pelaiyairain paidai daisairnyai diaitur secairai 

terpisaih dailaim Undaing-undaing Republik Indonesia i Nomor 17 Taihun 2008 

tentaing Pelaiya irain dain beberaipai ketentuain yaing diaitur dailaim Undaing-undaing 

ini, berkaiitain dengain persetujuain berlaiyair, dimainai setiaip kaipail yaing melaikuka in 

kegiaitain pelaiyairain waijib memiliki surait persetujuain berlaiyair yaing dikeluairka in 

oleh Syaihbaindair (Paisail 219 aiyait (1) Undaing-Undaing Pelaiyairain).5 

 Berkaiitain dengain hail tersebut, jika i naihkodai yaing berlaiyair tainpai memiliki 

aitaiupun membaiwai surait persetujuain berlaiyair yaing dikeluairkain oleh pihaik yaing 

berwenaing daila im hail ini Syaihbaindair, maikai daipait dikenaikain aincaimain pidaina i 

(Paisail 323 aiyait (1) Unda ing-Undaing Pelaiya irain).6 dain dailaim penelitiain ini aika in 

di Ainailisai Putusain Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp. 

Dairi uraiiain laitair belaikaing di aitais penelitiain ini daipait mencaikup ainailisis 

tentaing tindaikain hukum yaing daipait diaimbil terhaidaip individu aitaiu entitais yaing 

terlibait dailaim kejaihaitain laiut semaicaim itu dain penulis tertairik untuk 

menemukain penjelaisain yaing lebih rinci mengena ii tindaik pidainai berlaiyair tainpa i 

surait persetujuain bela iyair. Dengain ini penulis ingin melaikukain penelitiain skripsi 

                                                             
5 Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran 
6 Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran 



 
 

dengain judul : “Analisis Yuridis Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Kapal Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi 

Kasus Nomor 45/Pid.Sus/2019/Pn Srp)”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Baigaiima inai Kuailifikaisi Syaihbaindair dailaim Menerbitkain Surait Persetujua in 

Berlaiyair (SPB) ? 

2. Baigaiima inai Pelaiksainaiain Penegaikain Hukum Paidai Tindaik Pidainai Berlaiyair 

Tainpai Izin dain Surait Persetujuain Berlaiyair (SPB) da ilaim Putusain Nomor 

45/Pid.Sus/2019/PN Srp ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuain Penilitiain  

Dailaim penulisain penelitiain ini aidai beberaipai hail yaing menjaidi tujuain guna i 

menjaiwaib permaisailaihain yaing aidai dailaim penulisain ini. Aidaipun yaing 

menjaidi tujuain penulisain skripsi ini, ya iitu sebaigaii berikut: 

a. Mengetaihui dain mengainailisis baigaiimainai syairait dairi Syaihbaindair untuk 

menerbitkain Surait Persetujuain Berlaiyair (SPB). 

b. Untuk mengainailisis kuailifikaisi turut sertai melaikukain tindaik pidaina i 

pelaiyairain yaing dilaikukain oleh naihkodai yaing berlaiyair tainpai memiliki 

surait persetujuain berlaiyair yaing dikeluairkain oleh Sya ihbaindair daila im 

perspektif Hukum Pida inai dailaim Putusain Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN 

Srp. 



 
 

2. Mainfaiait Penilitiain 

Penelitiain yaing penulis laikukain dihairaipkain daipait memberikain mainfaiait 

aintairai laiin: 

a. Mainfaiait Teoritis  

1) Secairai teoritis haisil penelitiain ini dihairaipkain bermainfaiait dain 

menjaidi baihain refrensi sela injutnyai, jugai memperkaiyai ilmu 

pengetaihuain dibidaing hukum paidai umumnyai maiupun di bidaing 

pelaiksainaiain tindaik pidainai pelaiyairain khuhusnyai surait persetujua in 

berlaiyair. 

2) Daipait bergunai sebaigaii referensi oleh pra iktisi hukum, pemba icai, 

aitaiupun maisyairaikait paidai umumnya i dailaim memaihaimi da in 

mencocokkain peristiwai yaing terjaidi. 

b. Mainfaiait Praiktis  

1) Secairai praiktis penelitiain ini dihairaipkain daipait memberi mainfaiait baigi 

penulis maiupun pembaicai. Baigi penulis, daipait memperluais waiwaisain 

dain menaimbaih pengaila imain, daipait sebaigaii baihain informaisi baigi 

peneliti – peneliti ya ing ingin meneliti lebih la injut mengenaii tentaing 

tindaik pidainai tainpai surait persetujuain berlaiya ir. 

2) Kegunaiain dairi haisil penelitiain ini, sebaigaii usaihai aiwail baigi penulis 

untuk meneraipkain ilmu yaing telaih dipelaijairi selaimai menempuh 

pendidikain dailaim raingkai meraiih gelair sairjainai (Straitai 1) dibidaing 

Ilmu Hukum. 

 



 
 

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Keraingkai Teori merupaikain suaitu teori a itaiu hipotesis bia isainyai tersusun 

lebih dairi saitu pernyaitaiain mengenaii gejailai-gejailai tertentu yaing sailing 

berkaiitain secairai seraisi aintairai saitu saimai laiin, sehinggai membentuk saitu 

ruaing lingkup penelitiain.7 Dailaim menjaiwaib permaisailaihain hukum yaing aida i 

dailaim penelitiain ini digunaikain beberaipai teori, diaintairainyai sebaigaii berikut: 

 

a. Teori kepastian hukum  

Teori kepaistiain hukum merupaikain sailaih saitu dairi tujuain hukum dain 

daipait dikaitaikain baihwai kepaistiain hukum merupaikain baigiain dairi upaiya i 

untuk daipait mewujudkain keaidilain. Kepaistiain hukum sendiri memiliki 

bentuk nyaitai yaiitu pelaiksainaiain maiupun penegaikain hukum terhaida ip 

suaitu tindaikain yaing tidaik memaindaing siaipai individu yaing melaikukain. 

Melailui kepaistiain hukum, setiaip oraing maimpu memperkira ikain aipa i 

yaing aikain iai ailaimi aipaibilai iai melaikukain suaitu tindaikain hukum tertentu.  

Kepaistiain hukum pun diperluka in gunai mewujudkain prinsip-prinsip 

dairi persaimaiain dihaidaipain hukum tainpai aidainyai diskriminaisi. Dairi kaitai 

kepaistiain, memiliki ma iknai yaing erait dengain aisais kebenairain. Airtinya i, 

kaitai kepaistiain dailaim kepaistiain hukum merupaikain suaitu hail yaing secaira i 

ketait daipait disilogismeka i dengain cairai legail formal.  

                                                             
7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, hlm 40 



 
 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat 

melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum 

yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian 

hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan 

baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, 

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan 

salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. 

Gustav Radbruch menjelaskan,8 bahwa dalam teori kepastian hukum 

yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan 

erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai 

berikut.  

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum         

positif ialah perundang-undangan.  

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat 

berdasarkan pada kenyataan.  

3. Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan 

dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam 

hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.  

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.  

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, 

didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti 

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, 

                                                             
8 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19 



 
 

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih 

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.9  

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian 

hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur 

kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu 

ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih 

lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan 

maupun ketetapan. 

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, 

hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah 

pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan 

dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum 

pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. 

 

b. Teori Pemidanaan 

Berbicara tentang pemidanaan berarti berbicara tentang peran 

manusia dan perjuangannya dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Selama proses peradilan yang kompleks, yang dimulai dengan 

penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, 

serta berakhir dengan putusan pemidanaan atau pembebasan terdakwa 

dari tuntutan pidana, terdakwa dihadapkan pada aparat penegak hukum 

yang juga manusia.  

                                                             
9 Ibid, hlm 20 



 
 

Seperti yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, fokus utama dalam 

hukum pidana bukanlah semata-mata pada teks undang-undang itu 

sendiri, melainkan pada bagaimana aturan pidana tersebut diterapkan 

dalam praktik. Hukum pidana menjadi konkret dalam hubungan antar 

individu, yaitu antara mereka yang dituduh melakukan tindakan pidana 

dan mereka yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena 

itu, cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan selama 

penerapan hukum pidana sangat menentukan apakah mereka 

diperlakukan secara adil atau tidak.10 

Dalam upaya mencari keadilan, yang menjadi fokus adalah apakah 

keputusan hakim yang berisi sanksi pidana telah adil bagi terdakwa, 

korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hakim dalam hal ini harus 

mematuhi prinsip-prinsip dalam pemidanaan substantif, yang 

merupakan seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sanksi 

pidana harus diberlakukan. Prinsip-prinsip hukum ini adalah dasar 

pemikiran yang membentuk ukuran nilai dan mendasari operasi sistem 

hukum. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, prinsip-prinsip hukum 

adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai etika, 

dan karena itu, prinsip-prinsip ini dapat berlaku dalam atau di luar 

kerangka hukum positif. Prinsip-prinsip hukum ini dianggap sebagai 

                                                             
10 Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, 1983, Jakarta, Aksara Baru, 

hlm. 14. 



 
 

norma tertinggi dalam suatu sistem hukum positif, dan mereka memiliki 

dua peran utama: sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai 

alat kritis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sistem 

hukum positif tersebut.11 

Menurut Herbert L. Packer, terdapat dua pandangan konseptual yang 

masing-masing memiliki makna moral yang berbeda, yaitu pandangan 

retributive dan pandangan utilitarian.12  Pandangan retributif 

memandang hukuman sebagai imbalan negatif bagi perilaku 

menyimpang. anggota masyarakat, sehingga pandangan ini memandang 

hukuman hanya sebagai balas dendam atas kesalahan yang dilakukan 

atas dasar tanggung jawab etika masing-masing. Visi ini disebut kilas 

balik. Pandangan buta huruf memandang pemidanaan dari segi manfaat 

atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang 

diyakini tercipta akibat dijatuhkannya tindak pidana tersebut. 

Pemidanaan di satu sisi bertujuan untuk memperbaiki sikap atau 

perilaku terpidana, di sisi lain juga bertujuan untuk mencegah orang lain 

melakukan perbuatan serupa. Visi ini dianggap berwawasan ke depan 

dan sekaligus persuasif.13 

 

 

                                                             
11 Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, 1996, Jakarta 

: Karya Dunia Fikir, hlm. 24-25 
12 Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, 

California, hlm. 9. 
13 Herbert L. Packer, Ibid., hlm. 10. 



 
 

c. Teori Pertimbangan Hukum 

Suatu pertimbangan hukum putusan yang benar bila mendasarkan 

teori yang benar. Pertimbangan hukum putusan merupakan 

pertanggungjawaban hakim terhadap putusan pengadilan. Sebagai 

pertanggungjawaban sudah seharusnya disusun dengan mendasarkan 

hukum penalaran yang benar. Dalam rangka menerapkan hukum 

penalaran yang benar, pertimbangan hukum harus mendasarkan teori-

teori yang secara etwaig diterima sebagai teori yang benar. Ada beberapa 

teori yang seharusnya digunakan landasan menyusun pertimbangan 

hukum, antara lain teori kebenaran dan keadilan. 

Pertimbangan hukum berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat 

atau kesimpulan hukum dari penjelasan Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara di mana majelis hakim mempertimbangakan fakta yang 

terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, 

tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dimana akan dihubungkan dengan 

alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang dimana 

akan disampaikan di dalam pembuktian, pledoi. 

Pertimbangan aturan putusan merupakan keliru satu bagian terpenting 

dalam putusan. Sebelum hingga pada pertimbangan aturan, didahului 

dengan pertimbangan berita hukum yang diperoleh asal berita-fakta yang 

terungkap pada persidangan. Teori kebenaran mulai diterapkan dalam 

persidangan sejak menyelidiki berkas perkara menyidangkan kasus dan 

merumuskan keterangan aturan. Teori kebenaran dimaksudkan sebagai 



 
 

landasan teoritis dan praktis dalam menyusun pertanggungjawaban 

putusan. Jika menghasilkan pertimbangan aturan peraturan perundang- 

undangan telah kentara, hakim tinggal melaksanakan. Jika hukum 

hukumnya tidak terdapat atau kurang jelas, hakim melakukan 

rechtsvinding14 menggunakan melalui konstruksi hukum dan penafsiran.  

Sebagaimana dikemukakan Wiryono Kusomo, pertimbangan atau 

yang sering disebut pertimbangan adalah dasar keputusan hakim atau 

alasan hakim dalam suatu perkara. Jika argumentasi hukumnya sendiri 

tidak akurat dan tidak konsisten (benar), maka orang tersebut bisa saja 

menilai keputusan tersebut tidak akurat dan tidak adil.  Sudikno 

Mertokusumo kemudian mengatakan, secara sederhana putusan hakim 

meliputi ruh putusan dan pokok putusan, Pertimbangan dan amar. Dari 

pembahasan tersebut, apa yang dianggap sebagai keputusan adalah suatu 

pertimbangan. Alasan yang kuat dianggap sebagai dasar pengambilan 

keputusan dan menjadikan keputusan Hakim obyektif dan beralasan. 

 

2. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah suatu representasi yang 

menghubungkan berbagai konsep spesifik yang terdiri dari definisi-definisi 

terkait dengan istilah yang sedang diteliti. Untuk menciptakan pemahaman 

                                                             
 14 Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 

Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 4 



 
 

yang utuh, akan dilakukan eksplorasi mengenai konsep-konsep atau istilah 

yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini : 

a. Tindak Pidana 

 Tindakan ini merujuk kepada suatu perilaku yang telah ditegaskan 

sebagai melanggar ketentuan hukum, dan pelanggaran ini biasanya 

diancam dengan sanksi atau hukuman dalam bentuk pidana khusus, 

yang dikenakan terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan 

tersebut.15 

b. Syahbandar 

Syahbandar suatu instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

melakukan pengawasan pada setiap kapal yang memasuki pelabuhan 

maka dari itu sebagai pihak yang memberikan ijin kepada setiap kapal 

yang akan berlayar karena kapal tersebut wajib memiliki Surat Izin 

Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi 

peirsyaratan ke ilaiklautan kapal.16 

c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Peineirbitan Surat Peirseitujuan Beirlayar adalah suatu keigiatan 

peingawasan yang dilakukan ole ih Syahbandar teirhadap kapal yang akan 

beirlayar beirdasarkan surat peirnyataan Nakhoda. Seidangkan, Surat 

                                                             
15 Tri Andrisman. Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta 

Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2013. 

hlm. 70 
16 Randy Y. C. Aguw, “Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran 

Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, Lex 

Administratum, Volume I Nomor 1 Januari sampai Maret Tahun 2013. 



 
 

Peirseitujuan Beirlayar adalah dokume in neigara yang dike iluarkan ole ih 

Syahbandar ke ipada seitiap kapal yang akan be irlayar.17  

d. Nahkoda 

Nahkoda meimpunyai weiweinang untuk meingatur hubungan yang 

Beirkaitan deingan macam pe ikeirjaan antara pe irwira kapal yang satu 

deingan yang lain, antara awak kapal yang satu de ingan yang lain dan 

antara peirwira kapal de ingan awak kapal.18 

e. Kejahatan Laut 

Salah satu peirmasalahan yang masih te itap eiksis sampai se ikarang 

ialah keijahatan maritim. Ke ijahatan maritim me irupakan keijahatan yang 

teirjadi di pe irairan khususnya di laut. Ke ijahatan maritim dapat be irupa 

peimbajakan laut, peinyeilundupan, tindak pidana pe ilayaran, tindak 

pidana peinceimaran laut, dan masih banyak lagi. Faktanya, di Indone isia 

masih banyak teirjadi keijahatan maritim, hal te irseibut dikareinakan 

luasnya wilayah pe irairan yang ada di Indone isia.19 

 

E. Metode Penelitian 

Meitodei peineilitian meirupakan suatu prose is yang sifatnya mutlak dan harus 

dilakukan dalam ke igiatan peineilitian dan peingeimbangan ilmu peingeitahuan, 

peineilitian hukum adalah ke igiatan yang didasarkan pada me itodei, sisteim, dan 

                                                             
17 Pasal 1 Peraturan Menteri perhubungan Nomor: 82 Tahun 2014   
18 Adityatjahja, A. (2022). Tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang melalui 

laut. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim, 4(1), 22-27. 
19 Syahan Nur Muhammad Haiba, Dkk, “Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau 

Dari Perspektif Kriminologi”, Res Judicata Volume 4, Nomor 2, 2021, Halaman 171-185 



 
 

gagasan teirteintu, deingan meimpeilajari feinomeina hukum teirteintu deingan 

meinganalisis.20 Untuk teircapainya tujuan dan manfaat peinulisan seibagai mana 

yang teilah diteirapkan, maka dipe irlukan suatu meitodei yang beirfungsi seibagai 

peidoman dalam pe ilaksanaan peinulisan teirseibut : 

1. Jenis Penelitian 

Peineilitian hu ikuim ini dilaku ikan deingan meineirapkan meitodei peineilitian 

huikuim normativei Yuiridis. Meitodei peineilitian hu ikuim normatif me iruipakan 

peindeikatan peineilitian yang meimandang hu ikuim seibagai seibuiah siste im 

norma. Dalam me itodei ini, peineilitian beirfoku is pada prinsip-prinsip, norma, 

dan atu iran yang te irkanduing dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, 

keipuituisan peingadilan, peirjanjian, seirta doktrin (ajaran).21 Meinuiruit kamuis 

huikuim, kata “yuiridis” beirasal dari kata “yuiridisch” yang beirarti meinuiruit 

huikuim ataui dari seigi huikuim.22 Yuiridis diartikan se ibagai meinuiruit hu ikuim 

ataui yang diteitapkan oleih uindang-uindang. Yu iridis adalah se imuia hal yang 

meimpuinyai arti hu ikuim yang diaku ii sah oleih peimeirintah. Atu iran ini beirsifat 

bakui dan meingikat seimuia orang di wilayah dimana hu ikuim teirseibuit beirlakui, 

seihingga jika ada orang yang me ilanggar hu ikuim teirseibuit bisa dikeinai 

huikuiman. Yu iridis meiruipakan su iatui kaidah yang dianggap hu ikuim atau i 

dimata hu ikuim dibeinarkan keibeirlakuiannya, baik yang be iruipa peiratuiran-

peiratuiran, keibiasaan, eitika bahkan moral yang me injadi dasar pe inilaiannya. 

                                                             
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta Universitas Indonesia Press, 

1986), hlm 43 
21 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 34 
22 Marwan, SM., & Jimmy, P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651. 



 
 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam peineilitian ini, digu inakan du ia peindeikatan, yaitu i peindeikatan 

peiruindang-uindangan (Statuiei Approach) dan peindeikatan kasu is (Case i 

Approach). Peindeikatan peiruindang-uindangan meilibatkan analisis te irhadap 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang reileivan teirkait deingan isui huikuim yang 

seidang diinveistigasi. Di sisi lain, pe indeikatan kasuis meilibatkan stu idi kasu is-

kasuis yang teirkait deingan isu i yang seidang diteiliti, teirmasuik kasuis-kasu is 

yang teilah meindapatkan pu ituisan peingadilan yang me imiliki keikuiatan 

huikuim yang teitap.23 

3. Data dan Sumber Data 

Peineilitian ini me iruipakan peineilitian yang beirsifat Huikuim normatif, 

maka suimbeir peineilitian yang digu inakan oleih peinuilis dalam me ilakuikan 

peineilitian ini meingguinakan bahan hu ikuim primeir, bahan hu ikuim seikuindeir, 

dan bahan hu ikuim teirsieir. 

a. Bahan Hukum Primer 

Data yang digu inakan dalam Pe ineilitian ini adalah Uindang-uindang 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 17 Tahu in 2008 teintang Peilayaran, U indang-

Uindang No. 8 tahu in 1981 teintang Huikuim Acara Pidana, U indang-

uindang No. 3 Tahu in 2009, Uindang u indang Nomor 48 tahu in 2009 dan 

Uindang-uindang No. 49 tahu in 2009, Puituisan Peingadilan Neigeiri 

Seimarapuira Nomor 45/Pid.Su is/2019/PN Srp. 

                                                             
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hu ikuim seikuindeir adalah mate iri yang meimbeirikan peinjeilasan 

dan konteiks teirkait deingan data primeir yang akan dise ilidiki. Su imbeir-

suimbeir huikuim seikuindeir yang digu inakan dalam peineilitian ini me incaku ip 

buikui, juirnal, artike il, karya ilmiah, dan pu iblikasi ceitak. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Suimbeir-suimbeir huikuim yang meimbeirikan peinjeilasan meingeinai 

bahan huikuim primeir dan seikuindeir, seipeirti contohnya kamu is huikuim dan 

einsiklopeidia. 

4. Analisis Hukum 

Meitodei analisis hu ikuim yang diteirapkan dalam pe ineilitian ini adalah 

peindeikatan ku ialitatif. Dalam me itodei ini, peineiliti akan me ilakuikan 

inteirpreitasi teirhadap mateiri hu ikuim yang teilah diolah. Pe indeikatan ini 

beirtuijuian uintu ik meineintuikan apakah bahan hu ikuim yang seidang dianalisis 

meinganduing keikosongan, kontradiksi hu ikuim, ataui norma hu ikuim yang 

kuirang jeilas.24 

 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil dari peineilitian ini akan disajikan dalam be intu ik laporan peineilitian 

beirbeintuik skripsi yang teirstruiktuir dalam lima bab. Ole ih kareina itu i, dalam 

peinuilisan laporan pe ineilitian ini, akan me ingikuiti tata cara peinuilisan yang lazim 

                                                             
24 Ibid, hlm. 68 



 
 

diguinakan dalam pe inyuisuinan skripsi. Be irikuit adalah keirangka peinuilisan yang 

akan diu iraikan seilanju itnya ; 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam BAB ini, akan dibahas me ingeinai konteiks latar 

beilakang masalah, pe iruimuisan masalah, tu ijuian dan 

keiguinaan dari peineilitian, keirangka teiori dan keirangka 

konseiptuial, meitodei peineilitian yang digu inakan, seirta 

struiktuir peinyuisuinan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam BAB ini akan me injeilaskan meingeinai teiori-teiori 

yang beirhuibuingan deingan tindak pidana pe ilayaran.   

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI SEMARAPURA NOMOR : 

45/Pid.Sus/2019/PN Srp. 

Pada bab ini akan disampaikan kasu is posisi, dakwaan, 

fakta huikuim, tuintuitan peinuintuit uimuim, peirtimbangan 

hakim dan amar pu ituisan hakim teintang Tindak Pidana 

Peilayaran. 

BAB IV ANALISIS YURIDIS DALAM 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 

KEJAHATAN LAUT DENGAN KAPAL YANG 

BERLAYAR TANPA IZIN 



 
 

Pada bab ini akan di laku ikan analisis te intang Kuialifikasi 

Syahbandar dalam Me ineirbitkan Su irat Izin Be irlayar dan 

Peilaksanaan Peineigakan Huikuim Pada Tindak Pidana 

Beirlayar Tanpa Izin dan Su irat Peirseituijuian Beirlayar 

(SPB) dalam Pu ituisan Nomor 45/Pid.Su is/2019/PN Srp.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini, akan dibahas meingeinai keisimpuilan yang 

ditarik dari peirmasalahan yang dije ilaskan, dan ju iga akan 

disampaikan re ikomeindasi yang seisuiai deingan teimuian 

dari peineilitian ini. 

 


